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PERATURAN GUBERNUR JaWA BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMIS| GAS RUMAH KACA

Menimbang

Mengingat

a,

1.

(RAD-GRK)PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan
yang berkeadilan sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,
Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Aksi
Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD-GRK), dengan
mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca;

bahwa Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAD-GRK) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Ncygara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United  Nations  Framework  Convention on  Climate
Change(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa
mengenai Perubahan lklim (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3557);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Protoko!l Kyoto atas Konwvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-bangsa tentang Perubahan I[klim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4403):




. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4988);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

11.

12,

13.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46):

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 25 Tahun 2010 tentapg Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi . Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 88):




Menetapkan

3

14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 115):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKS! DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI
JAWA BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi
Jawa Barat.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Jawa Barat.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Jawa Barat.

9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas
yang terkandung dalam atmosfer baik alami  maupun
antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radias;
inframerah.

10.Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke
atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

11.Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang
selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja
untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung atau
tidak langsung dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai
target pembangunan Daerah.

12.Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca adalah besarnya emisi Gas
Rumah Kaca tahunan.

[Lod




BAB ||
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 2

(1) RAD-GRK merupakan pedoman dalam upaya penurunan
emisi GRK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
Daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program
serta kegiatan.

(2) RAD-GRK menjadi pedoman bagi :

a. OPD,dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan serta
monitoring dan evaluasi RAD-GRK;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RAD-
GRK Kabupaten/Kota: dan

C. masyarakat dan pelaku usaha, dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan RAD-GRK,meliputi bidang :
pertanian;

kehutanan;

energi;

transportasi;

Industri; dan

limbah dan sampah.

“o Q0T

BAB IV

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

(1) RAD-GRK  berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang
bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik,
potensi, dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan
rencana pembangunan Daerah.

(2) Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada prioritas pembangunan
Daerah.

(3) RAD-GRK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 5

Upaya penurunan emisi GRK dilakukan dengan mengarahkan dan
menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan
sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).




BAB V
KURUN WAKTU RAD-GRK
Bagian Kesatu
Lingkup Perencanaan
Pasal 6

RAD-GRK disusun untuk lingkup perencanaan tahun 2010 sampai
dengan tahun 2020,

Bagian Kedua
Kaji Ulang
Pasal 7

(1) RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dika;ji
ulangsesuai dengan kebutuhan Daerah dan nasional, dengan
memperhatikan perkembangan dinamika internasional.

(2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh OPD, dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB VI
KEGIATAN RAD-GRK
Pasal 8

RAD-GRK tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB Vi
PELAKSANAAN
Pasal 9

(1) OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan RAD-GRK
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pelaksanaan RAD-GRK dikoordinasikan oleh Bappeda.

{3) Perhitungan penurunan emisi GRK lingkup Provinsi sebagai hasil
aksi mitigasi, dilaksanakan oleh Badan.

BAB VI
MONITORING, EVALUAS! DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilaksanakan oleh
Bappeda bersama-sama dengan Badan.

Pasal 11
(1) Pelaksanaan RAD-GRK dievaluasi secara berkala sesuai dengan
RPJPD, RPJMD dan RTRWP.

(2) Evaluasi RAD-GRK sebégaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh OPD, dan dikoordinasikan cleh Bappeda.




Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

(1} Hasil evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2),dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur.

(2) Berdasarkan laporan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Gubernur melaporkan hasil evaluasi RAD-GRK
kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini, dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
dan

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padat anggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Fpagstagggal 2 Nopember 2012

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Hopembexr 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS!
. JAWA BARAT,

: : o
H. PERY SOE%AN, SH. M-8
Pembina Utama Madya
NiP. 19570805 19850:? 1008

yo¥

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 56 SER! . &
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